PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

PROGRAM STUDI DIll-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022



HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

‘{\"'}. 1 ‘|h F/é’
‘\“-'.s..u,f,/ ;
e Y u/&”//
h SWT At \/;;

Z ey S
PP L TN
/TN \)
TN
I

i 4

PESAN

“Berusahalah menjadi manusia yang sabar karena sabar salah satu kunci

kesuksesan”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat; Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN
Judul Penelitian

. Penerapan Sap /\ rpajakan Dalam Meningkatkan
KepatuhandWaila Pajak Membayar Pajak Bumi dan
Bang g K 3ane abupaten Ngada Provinsi

@\F»K'?‘SS‘,
\\‘\\ il ) ot

L. H., Andl Rustam, og., NV
NBM: 1165 156

il



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat; Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Kz /A\- (KTl) atas nama Hardiyanti
Mimak, NIM: 1057511018 /,. -

Ieh Panitia Ujian Karya
Tulis limiah berdasz

Makassar Nomor: / N :I:hj:r:jj::r:’

1 Juni 20 J fp,c' i UH/: <

pada F / Q’%’ KAS i «4,1? iyah
«/ WPKASS,, 0, "\

i Madya
\\\ “"' /// . . -
‘/\\‘\“”“”/qf\. =
‘. waidamian SEMS gl

Nrak

/%‘uuwo RN ; ~

/I’ “u \\\

_

---------

! unnmi dan Bisnis
agimadiyah Makassar




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR |
Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa Hardiyan
No. Stambuk/NIM 18 0

g

\\\A\Ilh///
\‘Y / ,///

Pembimbing ||

)

NIDN : 0930126606




KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatulahi Waba

Alhamdulillah, Puji s / Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmal

mungkin terimakasih banyak atas motivasi dan kasih sayang yang diberikan
kepada penulis selama ini. Terimakasih kepada Teman-Teman Pajak 2019
khususnya teman — teman Buronan yang selalau mendukung saya sampai pada
saat ini dan terimakasih kepada sepupu saya Husnul Kibitia yang selalu

direpotkan teman seperjuangan yang selalu sama-sama memotifasi saya hingga

vi




bisa berada di titik saat ini, semoga Usaha penulis bisa menjadi motivasi agar
saudara-saudara tercinta dapat menanggapi hal yang sama, bahkan lebih dari itu
demi membanggakan kedua orang tua yang dikasih. Serta kepada keluarga

\/ "\\“%\” k

\{l

P rnajakan . dan s
L ; .'?
7 S %)
' f“ ':\ \

. Bapak Dr. Rustan,
penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing
penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan

vii



Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan iimu
dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya.

7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kantor Bapenda

Kabupaten Ngada yang telah #membantu penulis selama melakukan

wili




ABSTRAK
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ABSTRACT

HARDIYANTI MIMAK, 2022 Implementation of Tax Sanctions in Improving
Taxpayer Compliance Paying Land and Building Taxes at the Bapenda
Office of Ngada Regency, East Nus Tnnggara (NTT) Province Scientific
Writing (KTI), Faculty of Economics 2 ess, Uniuarsity of Muhammadwah
Makassar. Supervised by suy : 12
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak vang merupakan dimaan Daerah dalam  Anggaran

ran vang penting dalam

\\\“ | ' ':l/

.

besarnya pajak terutang di tentukian oleh keadaan objek yaitu bumi. tana

atau bangunan,



Pemerintah setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan namun tidak terealisasi dengan sempurna. Terkadang

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jauh di bawah target.
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ketegasan dari pihak Pemerintah vang memiliki wewenang dalam pemungutan

pajak.




D. Manfaat Penelitian

|. Bagi Penulis

Bagi peneliti semoga bisa menambah wawasan mengenai




BAB 11
TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

a. Pengertian Pajak

T
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perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kapada Negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayamya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak dengan tidak mendapat prestasi



kembali yang langsung dapat di tunjuk. dan yang gunanya untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan

tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

b. Fungsi Pajak

wwara dan memiliki
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nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

¢. Jenis Pajak
Pajak di bagi menjadi tiga kelompok yaitu:



I. Menurut golongan
a. Pajak langsung. vaitu pajak yang di tanggung sendiri oleh

wailb pajak bersangkutan dan tidak dapat di alihkan
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Pajak yvang pemungutannya di lakukan oleh Pemerintah

Daerah yang di guanakan untuk anggaran pengeluaran Daerah.



Contohnya: pajak hotel. restoran, pajak air permukaan, pajuk
reklame, pajak bumu dan bangunan. pajak parkir.

d. Sistem Pemungutan Pajak
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dalam arti besarmya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek

vaitu bumitanah dan atau bangunan.
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g. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata
memiliki hal-hal berikut ini :

a. Mempunyai he
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mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa
kecurangan terhadap peraturan perpajakanyang belaku sast ini.
Menurut resmi (2008:71). sanksi perpajakan terjadi kerena terdapat

pelanggaran  terhadap peraturan  perundang-undangan perpajakan
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schingga apabila terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan
indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut ULl KUP adalah sanksi vang

diberikan kepada wajib_p@J#k Jmog tidak memenuhi ketentuan UU

7

dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara.

B. Kerangka Konseptual
Tujuan dan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi
perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ngada melalui kantor Bapenda Kabupaten




13

2. Tekhnik Pengumpulan Data
a.  Wawancara

Adalah tekhnik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara
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3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber data yang di kumpulkan langsung dari sumber

Yaitu aktifitas mencari data yang dibutuhkan guna

mencapai tujuan penelitian,
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2. Redukasi data
Yaitu merupakan  penyederhanaan.  penggolongan,
mengarahkan dan membuang yang tidak perlu data
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BAB I11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Singkat

ﬁelnnjumya disingkat Bapenda)

Daerah. Jalan Soekarno

Kabupaten Ngada tg

membawahi:

a) Sub bidang kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah
b) Sub bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi

pendapatan

16
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¢) Sub bidang pendaftaran dan pendapatan
4) Bidang pengelolaan pendapatan daerah, membawahi:

a) Sub bidang penilaian dan penetapan
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2. Mengoordinasikan penvelenggaraan tugas yang meliputi

pengoordinasian  penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan



18

pelaporan rencana dan program kerja lingkungan badan
pendapatan.

2. Membina bawahan dengan cara memotifasi  untuk

pada kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan.
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9. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang

pengelolaan pendapatan daerah dengan pedoman pada

kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran
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operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
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2. Mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada

bawahan sesuai tuga dan tanggungiawab masing-masing

untuk kelancaran pelaksanan tugas lingkup secretariat.

9. Melaksanaan  pengelolaan  dokumentasi  peraturan

perundang-undangan, penglolaan Kkearsipan. protokol dan



2]

hubungan masyarakat di lingkungan sekretariatan dan badan
pendapatan.
10. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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karier ~ bawahan lingkup  bidang  perencanaan  dan

pengembangan pendapatan daerah.
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4. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan

lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan
daerah,
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12. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi

daerah yang berbasis teknologi informasi,

T
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13. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam

perumusan kebijakan pendapatan daerah.

14. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan

1 kebutuhan

pendpatan daerah.

4. Membuatan telaghan  staf sebagai bahan perumusan

kebijakan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah.
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5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat
daerah, pemrintah provinsidan pemerintah pusatinstansi

terkait tugas dan fungsinya.

6. Menyusun bahg bijakan lingkup bidang pengelolaan
ketentuan yang berlku
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12. Melaksanakantugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.



e. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
Secara umum, kepala bidang pengendalian dan evaluasi
pendapatan daerash membantu kepala badan pendapatan dalam

melaksanakan tugas ungsi di bidang pengendalian dan

evalasi pendapatan daerahsesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
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7. Melaksanakan  koordinasi  pengendalian, pengawasan.
pembukuan dan evaluasiserta pemeriksaan kebertan dan
banding.
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meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir

bawahan lingkup sub bagian keuangan.
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4. Membuat telaahan staf sesuai kebutuhan dan kepentingan unit
kerja sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam

pengambilan keputusan

5. Melakukan hub erja fungsional dengan perangkat
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pengelolaan keuangan,



10. Melaksanakan  pengendalian. monitoring, evaluasi dan
pelaporan lingkup sub bagian keuangan sesuai ketentuan yang
berlaku agar berjalan sesuai rencana.

11. Melaksanakan t dari atasan sesuaikebutuhan untuk
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kepentingan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas.

.
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h. Sub bagian umum dan pegawaian
I. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian umum dan

kepegawaian berdasarkan arah kebijakan umum dan pedoman
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untuk  mendapatkan  pemnayaran  tunjangan  keluarga
(SKUMPTK), pengembangan pendidikan dan pelatihan, ijin

perceraian.hukuman disiplian, penilaian prestasi kerja sert data
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nominatif pegawai sesuai ketentuan agar tercipta pengelolaan
administrasi kepegawaian vang benar.
6. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMD lingkup

i pelayanan informasi public

N

_____

Z///'”m‘\\}\

v’ (‘P

D) yang
telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar

penagihan dan pembayaran.
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J- Sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding
1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pemeriksaan,

keberatan dan banding berdasarkan arah kebijakan umum
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5. Melaksanakan kegiatan atasa pengembalian atas kelebihan
penagihan pajakdan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan

vang berlaku untukpelayanan kepada wajib pajakdan retribusi.

laksanakan alan  penc
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I Sub bidang pendafiaran dan pendapatan
1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pendaftaran dan
pendataan berdasarkan arah kebijakan umum sesuai pedoman

pendataan obyek dan

ai dengan ketentuan
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1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pengajian dan
pengembangan potensi pendaputan daerah berdasarkan arah
kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
analisa dan pengembangan.

3. Penyviapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan
pengembangan,

si dan  pelaporan  kegiatan
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pelaksanaan kegiatan,

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan pajak dacrah.
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3. Mengkoordinasikan  pengawasan  kepatuhan  perpajakan
daerah.

4. Melaksanakan penyebaran dan  atau  penyampaian  surat
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D. Hasil Penelitian
Pada bagian ini peneliti akan memaparkan pokok dari penelitian ini

vaitu: “Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib

realisasi pembayaran pajak selama tiga tahun belakangan vaitu dari tahun
2019 sampai dengan tahun 2021 , setiap tahunnya terus mengalami
penurunan. Pada tahun 2019 memperoleh hasil sebanyak 86.68%, pada

tahun 2020 memperoleh hasil sebanyak 76,68%., dan pada tahun 2021



WL PERPUSTAmmA
UNIGMUK MAKASS.
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memperoleh hasil sebesar73,66%. Hal ini terjadi karena masi banyak
wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran PBB, ada beberapa
faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran

PBB yaitu seperti hasil w peneliti dengan bapak Yanurius
Pakiding.S.TP, M.SI s » . 3z :
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an evaluasi pendapatan
dacrah Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa:
" Pada tahun 2020 kenaikan penerapan nilai nominal Pajuk

Bumi dan Banguan sebesar RP. 15.000 tidak adalagi penetapan
Pajak Bumi dan Bangunan di bawah Rp. 15.000",
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Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat wajub
pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB schingga potensi

penerimaan PBB semakin meningkat yaitu seperti hasil wawancara

Banyak wajib pajak yang terken sanksi akibat ketidakpatuhannya dalam
membayar pajak seperti hasil wawancara antara peneliti dan bapak

Indrajaya Petor SiluSE selaku kepala bidang pengendalian dan evaluasi




pendapatan duerah Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa:

“ banyak wajib pajak yang terkena sanksi. bisa dilihar dari
tunggakan vang ada, dimana ada tunggakan pasti ada sanksi
Besarnva sanksi denda yainu sebanyaak 2% perbulan dengan

W !h. ,/

A\\\ L U//;
\;\\\ ¥ i«»;”é

‘P\'\?“

39




E. Pembahasan

Dilihat dari presetase pendapatan pada tabel 3.1 di atas, Penerapan
an kepatuhan wajib pajak membayar
enda Kabupaten Ngada, dari hasil

il e MUHA. \m
7 ehS A, e
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perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan agar Wajib Pajak
patuh dan sadar akan kewajibannya.



E. Pembahasan

Dilihat dari presetase pendapatan pada tabel 3.1 di atas, Penerapan
ingkatkan kepatuhan wajib pajak membayar

Wajib Pajak patuh dan sadar akan kewajibannya.



I. Menerapkan pajak online sehingga mempermudah pembayaran
terutama yang tempat tinggalnya jauh dari kantor
2. Terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki

kepekaan atau kesad entang pentingnya membayar pajak

‘ membentuk tim




BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

an oleh penulis pada
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Bapenda
Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan tidak membuat wajib pajuk patuh akan

kewajibannya dalam membayar PBB, dibuktikan dengan hasil

43




pemungutan yang setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga

Penerimaan Asli Daerah berkurang.

2. Fakwor penghambat vang memp ngamhi kurangnya penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan adala (Maktor ckonomi, apalagi dengan adanya

I. Untuk tercapainya target dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

di perlukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pembayaran
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pajak, sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam melakukan

pembayaran.

2. Dibarapkan untuk scluruh aparat pajak agar memaksimalkan dan

reningkitkan juga.
R\l
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Sumber Internet:

kup#:~text=Sanksi%20perp
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Lampiran |
Surat Izin Penelitian
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Surat Keterangan Selesai Penelitian
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Surat Keterangan Bebas Plagiasi
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Lampiran 11

Hasil Wawancara

1. Apa saja faktor yang menyebahlé@n wajib pajak tidak patub terhadap

“Adapun fakio ¢ . £ tidak patuh
3 kses yang

7
W } ;‘l,?

i yang cilokuka
_\'\\“i “lv[_[/__/

PO\ \! ',f~"
""""

(R §

eIy

W

[Tiel LOIITE e FrC ) Frifet P Yeialt
diterapkan adalah dengan terus menerus melakukan penagihan,
membentuk tim yang lebih banyak sehingga pemunguian dapat
dilakukan secara merata di seluruh daerah bahkan di pelosok
sekalipu, karena jika dibiarkan begitu saja data piviang akan
menumpuk setiap tahunnya dan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan berkurang ”.
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3. Mengapa anatara tahun 2019 dan tahun 2020 selisihnya jauh
sekali?

“alasan wtama pada tahun 2020 karena kenaikan penerapan
nilai nominal Pajak Bumi dangBangunan sebesar Rp. 15000
tidak adalagi penerapan Paj 7

Rp. 15.000
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Lampiran 111
Dokumentasi

Dokumentasi saat melakukan wawancara
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Dokumentasi Kantor Bapenda Kabupaten Ngada
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BIOGRAFI PENULIS

Hardiyanti
lahir di ’

> / s o

\\\\ \iln t//l

A ATy "/

1 motivasi untuk terus |
//(‘\9/ ‘ltll,,r‘ Lo \P{;\\

2y p ,/Il/’v%,) e \\\\\

Il/l'll!l\‘\\\\
/v’




